KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Menimbang:

TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, kegiatan kampanye
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kegiatan
kampanye Presiden dan Wakil Presiden didanai dan
menjadi tanggung jawab Pasangan Calon Presiden dan

Wakil Presiden dan Tim Kampanye;

bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan
Tim Kampanye wajib menyampaikan Laporan Penerimaan
Dana Kampanye kepada KPU dan laporan penerimaan dan
penggunaan Dana Kampanye Lkepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Bahwa laporan penerimaan dan penggunaan dana
kampanye Pasangan Calon Presien dan Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diaudit oleh kantor
Akuntan Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden;

Mengingat ...



Mengingat:

Menetapkan:
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1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun
2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014,

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2014
tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2014
tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

BABI ...



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya
disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi
persyaratan.

Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan
sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Gabungan Partai Politik adalah Gabungan 2 (dua) Partai
Politik atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka 4
yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu)
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk
meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi
dan program Pasangan Calon.

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan
Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai

Politik ...
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Politik pengusul pada tingkat nasional dan/atau provinsi
dan/atau kabupaten/kota.

Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah
sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang
digunakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu.

Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang
menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang,
yvang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye adalah
pembukuan yang memuat Sumber perolehan saldo awal
atau saldo pembukaan dan rincian perhitungan
penerimaan dan penggunaan yang sudah dilakukan
sebelumnya, apabila saldo awal merupakan sisa dari
penerimaan dana dengan peruntukan Kampanye yang
diperoleh sebelum periode Rekening Khusus Dana
Kampanye.

Laporan Penerimaan Dana Kampanye adalah pembukuan
yang memuat penerimaan Dana Kampanye yang
bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik, dan pihak lain.

Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye,
selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan dan penggunaan Dana
Kampanye.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri yang  bertugas
melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP
Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di provinsi.

15. Komisi ...
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Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya
disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah
Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan
Pemilu di kabupaten/kota.

Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah
seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan
jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP,
adalah badan wusaha yang didirikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.

Audit Laporan Dana Kampanye adalah audit untuk
menilai kepatuhan peserta Pemilu terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku mengenai dana
kampanye dan melaporkan temuan atas penerapan
prosedur yang disepakati atas laporan Penerimaan dan
Penggunaan Dana Kampanye.

Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak
untuk keperluan audit dan digunakan pihak lain, dalam
ketentuan ini adalah pernyataan yang dibuat oleh
Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

a.

penyusunan laporan penerimaan dan penggunaan Dana
Kampanye Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
dan

Audit Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden.

Pasal 3

Tujuan pengaturan ini adalah:

a.

menjadi panduan bagi Pasangan Calon atau Tim
Kampanye dalam mengelola dan
mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan
Dana Kampanye;

b. menjadi ...
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b. menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit
kepatuhan dan penetapan prosedur yang disepakati atas
Laporan Dana Kampanye.

BAB II
PENYUSUNAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Pertama

Sumber, Bentuk dan Besaran Dana Kampanye

Pasal 4

Dana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan
dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel,
dan transparan.

Pasal 5

Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Pasal 6
Dana Kampanye, bersumber dari:
a. Pasangan Calon yang bersangkutan,;
b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pasal 7

(1) Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berasal
dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan.

(2) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan
Calon.

(3) Dana ...
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Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berasal
dari:

a. perseorangan;
b. kelompok;

c. perusahaan; dan/atau

d. badan usaha nonpemerintah

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari
tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk sumbangan

dari keluarga Pasangan Calon.

Pasal 8

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dapat berbentuk:

a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.

Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak
atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan
uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat

sumbangan itu diterima.

Dana Kampanye yang berbentuk Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/
pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya
dinikmati oleh penerima jasa yang dapat dinilai dengan
uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima.

Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dicatat
berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima.

Pasal 9...



Pasal 9

Dana Kampanye berupa uang yang bersumber dari Pasangan

Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan

sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib

dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana

Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye

Pemilu.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 10

Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf a, nilainya tidak boleh melebihi dari
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama masa
Kampanye.

Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain
kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf b, huruf c, dan huruf d, nilainya tidak boleh
melebihi dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
selama masa Kampanye.

Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah
bersifat kumulatif.

Pasal 11

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang menerima
sumbangan dari pihak lain perseorangan yang lebih dari
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau
sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau
badan wusaha non pemerintah yang lebih dari
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilarang
menggunakan kelebihan dana tersebut.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib
melaporkan sumbangan yang diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada KPU sesuai dengan
tingkatannya dan menyerahkan kelebihan sumbangan

tersebut...
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tersebut kepada kas Negara paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Bagian Kedua

Pembukuan Dana Kampanye

Pasal 12

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib
mencatat semua penerimaan dan penggunaan dalam
pembukuan khusus Dana Kampanye.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan
Calon.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah
penerimaan dan penggunaan disertai bukti pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup 7 (tujuh) hari
sebelum penyampaian laporan penerimaan dan
penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk
KPU.

Bagian Ketiga

Jenis Laporan

Pasal 13

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional,

provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib menyampaikan

Laporan Dana Kampanye kepada KPU yaitu:

a. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye;

b. Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang terdiri dari:

Laporan Penerimaan Periode I;

2. Laporan ...
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2. Laporan Penerimaan Periode II; dan

Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

Bagian Keempat

Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasal 14

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional wajib membuka Rekening Khusus Dana
Kampanye pada Bank Umum, paling lambat 3 (tiga) hari
setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.

Dalam hal Tim Kampanye nasional membentuk Tim
Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye
tingkat = Kabupaten/Kota, @ wajib = membuka dan
melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan/atau
Tim Kampanye.

Dalam hal Rekening Khusus dibuka atas nama Tim
Kampanye tingkat nasional, provinsi atau
kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan
Pasangan Calon.

Pasal 15

Dana Kampanye berupa wuang wajib dicatat dan
dibukukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan
ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye
Pasangan Calon atau Tim Kampanye.

Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada KPU
sesuai dengan tingkatannya paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 16 ...
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Pasal 16

Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 mencakup penjelasan perihal:

a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan,;

b. Rincian perhitungan penerimaan dan penggunaan
yang sudah dilakukan sebelumnya, apabila saldo
awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan
peruntukan Kampanye yang diperoleh sebelum
periode Rekening Khusus Dana Kampanye.

KPU, KPU  Provinsi/KIP Aceh dan  KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengumumkan Laporan Rekening
Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling
lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari
Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Formulir Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye
sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan ini yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima

Penerimaan Dana Kampanye

Pasal 17

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota mencatat
dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari
pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan
yang bersumber dari perseorangan, mencakup:

a. nama;
b. tempat/tanggal lahir dan umur;

c. alamat penyumbang;

d. nomor Identitas;

e. Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;

f. pekerjaan;

g. alamat ...



(3)

(4)
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g. alamat pekerjaan;
h. jumlah sumbangan;

i. asal perolehan dana; dan

j. pernyataan penyumbang bahwa:

1. penyumbang tidak menunggak pajak;

2. penyumbang tidak dalam keadaan pailit

berdasarkan putusan pengadilan;

3. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan

yang bersumber dari kelompok, mencakup:
a. nama kelompok;
b. alamat kelompok;

c. nomor identitas;

d. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan

kelompok, apabila ada;

e. nama dan alamat pimpinan kelompok;

f. jumlah sumbangan;
g. asal perolehan dana;
h. keterangan tentang status badan hukum,;

[urey

pernyataan penyumbang bahwa:

1. penyumbang tidak menunggak pajak;

2. penyumbang tidak dalam keadaan @ pailit

berdasarkan putusan pengadilan;

3. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan

yang bersumber dari perusahaan dan/atau badan usaha

nonpemerintah, mencakup:
a. nama perusahaan;

b. alamat perusahaan;

c. nomor akte pendirian,;

d. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan,;

€. nama ...
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e. nama dan alamat direksi;

f. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
g. jumlah sumbangan;
h. asal perolehan dana;

[urey

keterangan tentang status badan hukum; dan

pernyataan penyumbang bahwa:

—.

1. penyumbang tidak menunggak pajak;

2. penyumbang tidak dalam keadaan @ pailit
berdasarkan putusan pengadilan;

3. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Pemberi sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon
dari pihak lain perusahaan, dan/atau badan usaha non
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilampiri salinan akte pendirian perusahaan dan/atau
badan usaha.

Laporan Penerimaan Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 1
(satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari
setelah berakhirnya Kampanye.

KPU, KPU  Provinsi/KIP  Aceh, dan  KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada masyarakat melalui laman KPU dan media massa
1 (satu) hari setelah menerima laporan Dana Kampanye
dari Pasangan Calon.

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
mengumumkan laporan penerimaan Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat
melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu)
hari setelah menerima laporan Dana Kampanye dari
Pasangan Calon.

Laporan Penerimaan Dana Kampanye sebagaimana
diatur dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan

satu ...
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satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 18

Pemberi sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dari
suami dan/atau isteri dan/atau keluarga Pasangan Calon
serta dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga, Tim
Kampanye, pengurus dan/atau anggota Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon,
dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.

Bagian Keenam

Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye

Pasal 19

(1) Laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah laporan
gabungan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye
Pasangan Calon secara nasional.

(2) Laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan semua
penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye baik dalam
bentuk uang, barang, dan jasa.

(3) Penyajian laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menggunakan pendekatan aktivitas.

Pasal 20

(1) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

(2) Penanggung jawab pembukuan Penerimaan dan
Penggunaan Dana Kampanye di tingkat provinsi
dan/atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Bendahara
Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya.

(3) Penanggung jawab laporan penerimaan dan penggunaan
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ...



(4)

(4)

(S)

(1)

(2)

(1)
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dan (2) adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden serta Ketua dan Bendahara Tim Kampanye
tingkat nasional.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib
menandatangani surat pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye
yang menyatakan telah mencatat dan membukukan
semua penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye.

Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye di
tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disampaikan kepada Tim Kampanye tingkat
nasional.

Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye
sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan ini

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 21

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota
melaporkan penerimaan dan penggunaan Dana
Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak berakhirnya masa Kampanye.

KPU menyampaikan laporan Penerimaan hadan
Penggunaan Dana Kampanye yang diterima dari
Pasangan Calon dan Tim Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 22

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota dilarang
menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:

a. pihak asing;

b. penyumbang ...



(2)

(3)

(4)

(1)
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b. penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas
identitasnya;

c. hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan
atau menyamarkan hasil tindak pidana;

d. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik
negara, dan badan usaha milik daerah; atau

e. pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha
milik desa.

Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, meliputi negara asing, lembaga swasta asing termasuk
perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan
sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga
swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara
asing.

Hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan
atau menyamarkan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003, serta tindak pidana lain seperti
judi dan perdagangan narkotika.

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
adalah termasuk anak perusahaan dari Badan Usaha
Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

Pasal 23

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang menerima
sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:

a. dilarang menggunakan dana dimaksud,;

b. wajib melaporkan kepada KPU sesuai dengan
tingkatannya; dan

c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas
Negara paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari
setelah masa kampanye berakhir.

(2) Pasangan ...



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

-17 -

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

BAB III
AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Pertama

Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

Pasal 24

Bentuk perikatan audit Dana Kampanye mencakup audit
kepatuhan dan penerapan prosedur yang disepakati.

Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilengkapi dengan asersi.

Pasal 25

Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 adalah untuk menilai kesesuaian asersi
Pasangan Calon dan Tim Kampanye mengenai kepatuhan
Pasangan Calon dan Tim Kampanye terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaporkan Dana
Kampanyenya.

Tujuan penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 adalah untuk melaporkan
fakta dan temuan atas penerapan prosedur yang
disepakati atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan
Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa kesimpulan mengenai kepatuhan atau
ketidakpatuhan Pasangan Calon dan Tim Kampanye
dalam melaporkan Dana Kampanyenya.

Keluaran dari penerapan prosedur yang disepakati
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gambaran
mengenai fakta dan temuan atas pelaporan Dana
Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Pasal 26 ...
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Pasal 26

Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

mencakup kepatuhan terhadap:

a.

(1)

(2)

(3)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Peraturan KPU dan Kebijakan KPU terkait dengan
Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden.

Bagian Kedua

Penunjukan KAP

Pasal 27

KPU menunjuk KAP untuk melakukan audit Dana
Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Penunjukan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja dan
Pendapatan Negara Bagian KPU.

Pasal 28

KPU menunjuk KAP dengan ketentuan 1 (satu) KAP untuk
melakukan audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

Kampanye Pasangan Calon, dilengkapi dengan laporan yang

meliputi seluruh informasi penerimaan dan penggunaan Dana

Kampanye Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi dan

kabupaten/kota.

Bagian ...



(1)

(2)

(1)
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Bagian Ketiga

Kewajiban Pasangan Calon dan Tim Kampanye

Pasal 29

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib
membantu auditor dari KAP yang ditetapkan dengan
menyediakan semua catatan dan dokumen, serta
keterangan yang diperlukan tepat waktu.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib
memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:

a. mendapatkan informasi tentang pembukuan
penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye,
Rekening Khusus Dana Kampanye di bank, dokumen,
pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan
penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye;

b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan
identitas penyumbang;

c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga bila
dianggap perlu; dan

d. memeroleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Bagian Keempat
Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan

Dana Kampanye

Pasal 30

Pasangan Calon menyampaikan Laporan Penerimaan dan
Penggunaan Dana Kampanye kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai
tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
berakhirnya masa Kampanye dilengkapi dengan Laporan
Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tim
Kampanye  tingkat nasional, provinsi dan/atau
kabupaten/kota.

(2) KPU ...



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyerahkan Laporan
Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye dari Tim
Kampanye tingkat kabupaten/kota di tingkat
kabupaten/kota kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh paling lambat 3 (tiga) hari setelah
menerima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

Kampanye.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai
dengan asersi Pasangan Calon dan Tim Kampanye
mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2).

KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan
Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan
Calon dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterima kepada KAP yang
ditetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh.

Bagian Kelima

Perikatan Audit

Pasal 31

AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan

surat Tugas dari KAP yang ditunjuk KPU.

AP yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut:

a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak
langsung dengan Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye;

b. bukan merupakan anggota dari Tim Kampanye

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,;

c. KAP yang bertanggung jawab atas pemeriksaan
laporan Dana Kampanye telah —mendapatkan

pemahaman mengenai Dana Kampanye.

Pasal 32 ...
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Pasal 32

KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah

ini sebagai auditor:

a.

(1)

(2)

pelaksana kampanye Pasangan Calon (Tim Kampanye
pada semua tingkatan);

pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau
pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan
Calon;

orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi
dengan Pasangan Calon serta Tim Kampanye;

anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, pejabat sekretariat jenderal KPU,
sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan sekretariat
KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

pihak lain yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan
Publik.

Pasal 33

KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU paling
lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya
laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye
dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

AP bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

Pasal 34

Hasil audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 memuat hasil audit kepatuhan dan prosedur yang
disepakati.

(1)

Pasal 35

KPU memberitahukan hasil audit Dana Kampanye
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada
masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional,
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah KPU menerima hasil
audit dari KAP.

(2) KPU ...



(2)

(3)
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KPU mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye
kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
diterimanya laporan hasil audit.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau laman
KPU.

BAB IV
SANKSI

Pasal 36

Pelanggaran terhadap ketentuan terkait dengan Dana
Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 37

Dalam hal KAP yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 dalam proses pelaksanaan
audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar
mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2), KPU membatalkan penunjukan KAP
yang bersangkutan setelah dilakukan klarifikasi.

KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan
pembayaran jasa.

KPU menunjuk KAP pengganti untuk melanjutkan
pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 38

Dalam hal kegiatan Kampanye Pemilu untuk Pasangan
Calon dilaksanakan dan didanai oleh pihak lain, maka
pihak lain yang bersangkutan wajib menyusun dan

melaporkan ...



(2)
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melaporkan Dana Kampanye yang digunakan kepada
Pasangan Calon serta Tim Kampanye yang bersangkutan.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan,
perusahaan swasta, individu, serta pihak yang
melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung
Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Pasal 39

Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu,
Bawaslu dapat mengakses informasi data yang terkait dengan
laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 40

Masyarakat dan Lembaga Pemantau Pemilu dapat
berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye
Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
disampaikan kepada KPU dapat digunakan oleh KAP
sebagai bahan audit Dana kampanye Pasangan Calon
dan Tim Kampanye.

Pasal 41

Penggunaan Dana Kampanye untuk pembelian barang
adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang
tersebut.

Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum,
diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan
pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Pasal 42 ...
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Pasal 42

Hutang atau pinjaman Pasangan Calon dan/atau Tim
Kampanye tingkat nasional, provinsi dan/atau
kabupaten/kota yang timbul dari penggunaan uang atau
barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan
sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada
Peraturan ini.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dalam
Keputusan KPU.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan KPU Nomor
50 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye
Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 22
Tahun 2009 tentang Pedoman Audit Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd
HUSNI KAMIL MANIK
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 496

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah



LAMPIRAN 1

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHUN 2014

JENIS FORMULIR LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Model DKPP1-REKSUS
Model DKPP2-REKSUS

LAMPIRAN Model
DKPP2.A- REKSUS

LAMPIRAN Model
DKPP2.B- REKSUS

LAMPIRAN Model
DKPP2.C- REKSUS

Model DKPP3-REKSUS
Model DKPP4-REKSUS
Model DKPP5-REKSUS

Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye;

Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari

Pihak Lain;

Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok;

Surat Pernyataan Penyumbang Perusahaan/
Badan Usaha;

: . Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye;



I mopEL DKPP1-REKSUS il

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON 1
TIM KAMPANYE NASIONAL/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)?
LAPORAN REKENING KHUSUS

Tanggal Pembukaan Rekening : 3
Nama Bank : 4

Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
A. Penerimaan (s.d tanggal Rekening

Khusus dibuka)

Pasangan Calon®

2. Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik (Total Penerimaan) ©

Sumbangan Perseorangan’

Sumbangan Kelompok38

Sumbangan Badan Usaha?®

B. Pengeluaran (s.d tanggal Rekening
Khusus dibuka)

Pengeluaran Operasi

Pertemuan terbatas!©

Pertemuan tatap muka!!

c. Media massa cetak dan media
massa elektronik!2

d. Penyebaran bahan kampanye
kepada umum!3

e. Pemasangan alat peraga di tempat
umum!#

f. Rapat umum!>

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan
perundang undangan!e

2. Pengeluaran Modal

a. Pembelian Kendaraan!?

b. Pembelian Peralatan!s

c. Lain-lain!®

Pengeluaran Lain-Lain

a. Pemberian Piutang?20

b. Pembayaran Utang?!

D. SALDO PER (tanggal Rekening Khusus
dibuka)

Kas di Rekening Nomor: 22

Kas di 23




Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
Barang?2*
Tagihan kepada 25
Utang?6
CALON PRESIDEN CALON WAKIL PRESIDEN
ttd ttd
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE* BENDAHARA TIM KAMPANYE*
ttd ttd
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
Coret yang tidak perlu.

Diisi dengan tanggal pada saat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye
dilakukan.

4. Diisi dengan nama bank di tempat pembukaan Rekening khusus Dana
Kampanye dilakukan.

5. diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan/atau
Wakil Presiden.

6. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.

7. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari perseorangan. Sumbangan
dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang
dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.

8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non
pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non
pemerintah.

10. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

11. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

12. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media
massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain
biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya
menggunakan media cetak dan elektronik.

13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
bahan Kampanye kepada umum mencakup semua Kkegiatan yang
menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran,
sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek
api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk,
baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan
alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan
transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan
pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan
dengan alat peraga.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Rapat
umum mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi
antara lain biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan,
perlengkapan rapat umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya
sewa artis, sewa sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain
transaksi yang terkait dengan aktivitas rapat umum.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad,
kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai,
tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya
sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat
tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain
transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti computer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

Diisi dengan jumlah piutang/kredit yang ada pada pihak lain.

Diisi dengan jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Pasangan calon
dan/atau Tim Kampanye kepada pihak lain.

Diisi dengan nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang
yang ada pada nomor rekening tersebut pada tanggal rekening khusus dibuka.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana
kampanye beserta jumlahnya.

Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah
barang per tanggal rekening khusus dibuka).

Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain.
Diisi dengan jumlah hutang per tanggal rekening khusus dibuka.
Keterangan Tambahan :
a. Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilampiri oleh :
1) Copy Buku/ Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
2) Data pengelola rekening;
3) Copy bukti Tagihan/ Utang;
b. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua
Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.

c. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye
tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.

d. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim
Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat
kabupaten/kota.
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LAMPIRAN MODEL
DKPP2.A-REKSUS

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PERSEORANGAN DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR :
Pada Hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Alamat

Nomor Identitas

Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Saya tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan
putusan Pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-



LAMPIRAN MODEL
DKPP2.B-REKSUS

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG KELOMPOK DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR :
Pada Hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat

Nomor Identitas

Nomor NPWP (apabila ada)
Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan
putusan Pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-



LAMPIRAN MODEL
DKPP2.C-REKSUS

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG BADAN USAHA DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR :
Pada Hari tanggal yvang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Alamat

Nomor Identitas

Nomor NPWP Perusahaan
Nama Direksi

Alamat Direksi

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Badan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa;

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2.Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan
putusan Pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

~~~Salinan sesuai dengan aslinya

Y

SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

&psf

~_NurSyarifah
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LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Model DKPP1-PS
Model DKPP2-PS

LAMPIRAN Model
DKPP2.A- PS

LAMPIRAN Model
DKPP2.B- PS

LAMPIRAN Model
DKPP2.C- PS

Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye;

Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari
Pihak Lain;

Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok;

Surat Pernyataan Penyumbang Perusahaan/
Badan Usaha.
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LAMPIRAN MODEL
DKPP2.A-PS

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PERSEORANGAN DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR :
Pada Hari.............. tanggal............... yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Umur
Alamat

Nomor Identitas

Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2.Saya tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan
putusan Pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-



LAMPIRAN MODEL
DKPP2.B-PS

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG KELOMPOK DANA KAMPANYE
PEMILU 2014
NOMOR :

Pada Hari.............. tanggal............... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nama Pimpinan Kelompok
Nomor Identitas Pimpinan
Kelompok

Nomor NPWP (apabila ada)
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan
putusan Pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-



LAMPIRAN MODEL
DKPP2.C-PS

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG BADAN USAHA DANA KAMPANYE
PEMILU 2014
NOMOR :

Pada Hari tanggal __yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Nomor akte pendirian
Nomor NPWP Perusahaan
Nama Direksi

Alamat Direksi

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Badan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2.Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan
putusan Pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NAMA PENYUMBANG
-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

‘ HUSNI KAMIL MANIK
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

Y

Nur Syarifah



LAMPIRAN III

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

1. Model DKPP1-LPPDK : Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana
Kampanye;
2. Model DKPP2-LPPDK : Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari
Pihak Lain,;
3. LAMPIRAN Model : Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan;
DKPP2.A- LPPDK
4. LAMPIRAN Model : Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok;
DKPP2.B- LPPDK
5. LAMPIRAN Model : Surat Pernyataan Penyumbang Perusahaan/
DKPP2.C- LPPDK Badan Usaha;
6 Model DKPP3-LPPDK : Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye;
7. Model DKPP4-LPPDK : Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye
8 Model DKPP5-LPPDK : Daftar Saldo Dana Kampanye;
9 Model DKPP6-LPPDK : Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye;

10. Model DKPP7-LPPDK : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab.



| mopEL pkpp1-LPPDK |

CALON

NAMA PASANGAN CALON 1
TIM KAMPANYE NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) __ 2
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal __s/d tanggal 3

[ LOGO PASANGAN ]

Nomor

Uraian Rp | Unit Keterangan

SALDO PER#

Kas di Rekening Nomor: 5

Kas di 6

Barang”

Tagihan kepada 8

Utang®

Penerimaan 10

—

Pasangan Calon!!

N

Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik (Total Penerimaan) 12

Sumbangan Perseorangan!3

Sumbangan Kelompok!4

Sumbangan Badan Usahal5

o|u A ®

Lain-Lain Komitmen

a. Pencairan utang!®

b. Penerimaan Piutang!?

Penggunaan!?®

Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatas!®

b. Pertemuan tatap muka?20

c. Media massa cetak dan media massa
elektronik?2!

d. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum?22

e. Pemasangan alat peraga di tempat
umum?3

f. Rapat umum?2*

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan
perundang undangan?5

Pengeluaran Modal

a. Pembelian Kendaraan?26

b. Pembelian Peralatan
(Komputer,Inventaris) 27

c. Lain-lain28

Pengeluaran Lain-Lain

a. Pemberian Piutang?®

b. Pembayaran Utang3°

SALDO PER 31

Kas di Rekening Nomor: _ 32

Kas di 33

Barang3+




Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
Tagihan kepada 35
Utang?36
CALON PRESIDEN CALON WAKIL PRESIDEN
ttd ttd
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE* BENDAHARA TIM KAMPANYE*
ttd ttd
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Coret yang tidak perlu.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian
laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang
ditunjuk KPU.

4. Diisi saldo per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh
KPU.

5. Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang
yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal 3 (tiga) hari setelah
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.

6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana
kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal 3 (tiga) hari setelah
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.

7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga
pasar (jumlah barang per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU).

8. Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang ada per tanggal 3 (tiga) hari setelah
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.

9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU.

10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian
laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang
ditunjuk KPU).

11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil
Presiden.

12. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari perseorangan. Sumbangan
dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang
dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non
pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll



15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non
pemerintah.

Diisi dengan jumlah utang yang dipinjam/dicairkan dari pihak lain.
Diisi dengan jumlah piutang yang ada pada pihak lain.

Penggunaan dituliskan periodenya (periode sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian
laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang
ditunjuk KPU)

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media
massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain
biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya
menggunakan media cetak dan elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang
menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran,
sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek
api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan
logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk,
baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan
alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan
transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan
pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan
dengan alat peraga.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Rapat
umum mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi
antara lain biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan,
perlengkapan rapat umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya
sewa artis, sewa sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain
transaksi yang terkait dengan aktivitas rapat umum

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad,
kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai,
tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya
sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat
tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain
transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah/banyaknya perlatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti
computer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk barang persediaan yang ada pada
pihak lain yang barang persediaan tersebut belum diperoleh sebagian atau
seluruhnya.

Diisi dengan jumlah utang yang dibayarkan oleh Pasangan Calon dan/atau
Tim Kampanye.

Diisi dengan per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan
penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Diisi dengan Nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang
yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum
penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada
KAP yang ditunjuk KPU.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana
kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum
penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada
KAP yang ditunjuk KPU).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan
penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU).

Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain per
tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan
penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Diisi dengan jumlah hutang per tanggal 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian
laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang
ditunjuk KPU.

Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua
Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.

Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye
tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.

Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim
Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat
kabupaten/kota.



11 BUes() uepegd/ueeyesniad d3[, ‘ON

............. iy, BUES( UEPEd/UBEUEsnIad JeWely

"t BUES UEpEd/UREYESTIad SEIRULP] ‘ON

.............. i 5y, BUES( Uepegq/Ueeyesniad euweN e
11 Byes( uepeg /ueeyesniod ueduequng| ¢
ISP ‘q
............................ * o 0dworay dpaL, “oN
"1 g Modwopey] yeurery
444444444444444444444444444 ¢ 3o Y0duworay diaL, N
tuop Yodwopay] eureN e
o1 jodworay ueduequng| g
asp q
.................. ¢ e SuBqUINAUag oL, “ON
................... 1, SuequmAusg yeurery
e SuequnAuad SeINUIP] "ON
........................ ., BuequmAusg eurey .
, UedueIoasiod uesuequing| [
o (ADIUDE) e (") 0 BTUN) o ("0A) (-dy)
(-dy) FANVIINVY VNVA
NVONVIILINA ~ vsve HDNVIAVE DNV
N HVINAL 2 2 e NVONVENNS TVSY oN

HANVAINVI VNVA NVONVAINNS INLNID

¢ ue3uap redures gFaoryad

NIVT MVHId IIVA TVSVIII DNVA NVONVIINNS NVVINIIINId dV.LIAVA
2 (.VLOM/NALVdINGVI/ISNINOYd/TYNOISVN FANVAINV IWIL

1 *** NOTVO NVONVSVd VINVN

NOTVO NVONVSVd 001

JdddT1-2dd¥d TEAdON




‘aAuedurey wiy, uep uore) ueduesed ewalp Juek sluedwes euep ueduequns ueewrouad UeynINesay ejo) uedusap 1Isug ‘gl
(msre) Bungnuyrp yedep Sued Suequniuad djey oN ueduap 1SUJ P
SuequmAuad yeurere ueduap IS O
eyesn uepeq neje/uep ‘ueeyesniad 91e ednieq yedep Suequniuad sejynuapl Jowou ueduap IS g
SuequmnAuad eureu uedusp IS ‘B
3Add1-0'2dd3d [PPOoN Jnurioy uearduwre] euewredeqas eyesn uepeq/ueeyesniod ueduequns 1rep feseraq Suek ueduequns ueduap Isnq T1
(mre) Bungnuyrp yedep Sued Suequniuad djey oN ueduap 1SUJ P
Suequniuad sjodworay yeurere uweduap IS O
sjodworay] weurdwid sejnuapt Jowou neje sjodwores] wenrpuad 9)3e ednisq yedep SuequnAuad sejnuapr Jowou ueSuap IS q
Suequniuad sodurojey] eweu ueduap IS "€
MAddT-9 ¢dd3d [PPo Jinurioy ueridure] euewredeqas sjodwolay ueduequins LIep feselaq Sued ueduequns ueduap s 0T
(imre) 1Bungnuyrp yedep Sued Suequniuad djey oN ueduap 1SUJ P
SuequnAuad yeurere ueduap IS O
eAuure] wep JOJSVd ‘IS ‘dI Seinuapt Jowou ednraq yedep Suequmiuad sejnuapr Jowou Ue3uap IS “q
BuequmnAuad eureu ueduap IS ‘B
MAddT1-e zdd3Id [°poN Jinurioy uerdure] euewredeqas ueduetoastod ueduequns LIep feselaq Sued ueduequns ueduap Isng
“esel uep uereq wojoy eped jrun Yerwn(l uerourr niades ‘uessera(ip niiad Suedk ure rey-rey ueduap IS ‘g
(e9 + Bg +  wooy eped sureq den ueyerwnluad [isey uesedniow) yerdny reqru ueduap aAuedurey euep ueduequins ueewnouad yewnl weduap s L
“ewrzo)p Suek esel ednroq ueduequms jynjuaq weduap ISTJ 'q
‘resed e3rey uesIesepiaq yerdny requ urerep oy esel 1sroauoy nisey uesedniow Sued gerdny reru ueSuop aAuedures euep ueSuequns ueewrouad yerwn( weduap S €
: esel synyuaqraq Sued afuedures] euep ueduequIng UEBWLISUYJ 9
“ew1ap Suek 3uereq edniaq ueduequns jrun uenjes yerwnl weduap suq ‘q
‘resed edrey uesreseptaq yerdny refru urerep o3 Suereq 1s1oauoy [isey uesedniow Sued yerdny reqru ueduop aAuedwes euep ueduequns ueewrrouad yerwnl ueduap IS e
: Suereq ynjuaqiaq Suek ofuedwey] eueg UBSUBqUING UBBWILIOUd] G
‘Isyesuern re3due) eped eisouopu] yueq Yesua) siny uweduap gerdny Suen ejew werep 93 JNQasIo) SULN BJewW ISISAUOY JNJUaq Urerep
uesifestp espew ‘ure] Suen eyew jedepis) eiqedy ‘yerdny Suen eyewr sjnjueq werep Suen edniaq Suek afuedwes euep ueduequns ueewrrouad [e30} UueSuap ISuQ
‘aAueduwrey eAuInyxeIaq esew ye[a3as ey (seroq yedws) 1 ueduap redures Ndy yo10 uexdelayp uore) ueduesed yeaiss ey (e3n) ¢ syelos myre afkuedures] euep ueeund3uad uep ueewrrouad ueloderad aporred uedusp IS
‘npred sepn 3uek 10100
‘aAuedurey] eueq ueduequing ueewWLIoUdd Uesroderowr Suek uore) ueduesed eweu IS ‘]

o

SIS

: ueduerayay
-dexy3uo ewreN-
-dex3uot eureN- m
PR (+ AANVAINVI IWLL VIVHVANAL
(+@AXNVAINVI WLL VOLTA
-dex3uot ewreN-
-dex3uo eureN- e o]
PR NIAISTId TIMVM NOTVO
NAJISTId NO'TVO
21 TVLOL 21 TVLOL 21 TVLOL 21 TVLOL TV.LOL
Isp q
 PINIToE) w '0) os (1UN) v (0 (-da)
¢ NVONVIELAN . (4 , VSVP - DNVVE » DNV JANVdWVH VNVA ON
HVINAC NVONVANAS TVSV
HANVAINVI VNVA NVONVENAS JINLNID




“ejo31/uarednqey yestdun sAuedurey wij, ereyepuag uep ejos/usrednges yexdun sAuedurey wiy, eniay Yoo rueduejepuelrp eiosx/usrednages yexdun uerode] ymjun ‘Gl
1suraoxd yexy3un sAuedurey wiy, ereyepuag uep isursoid jes3un aAuedurey] wiy, eN)o3] yolo rueduejepuelrp rsuiaoxd yesdun uerode] sjnjun I
‘Teuorseu jexdun oAuedurey] wiy, ereyepuag uep aAuedurey] wiy, eniay ‘uore) ueSuesed yo[o rueduejepuelip reuorseu jessun uerode] symun ‘g1



LAMPIRAN MODEL
DKPP2.A-LPPDK

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PERSEORANGAN DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR :
Pada Hari.............. tanggal............... yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Alamat

Nomor Identitas

Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Saya tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan
putusan Pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-



LAMPIRAN MODEL
DKPP2.B-LPPDK

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG KELOMPOK DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR :
Pada Hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat

Nomor Identitas

Nomor NPWP (apabila ada)
Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan
putusan Pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-



LAMPIRAN MODEL
DKPP2.C-LPPDK

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG BADAN USAHA DANA KAMPANYE
PEMILU 2014

NOMOR :
Pada Hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Alamat

Nomor Identitas

Nomor NPWP Perusahaan
Nama Direksi

Alamat Direksi

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Badan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2.Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan
putusan Pengadilan;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NAMA PENYUMBANG

-Nama Lengkap-
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I mopEL pkPP4-LPPDK il

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON 1
TIM KAMPANYE NASIONAL/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)?
LAPORAN REKENING KHUSUS

Tanggal Pembukaan Rekening : 3
Nama Bank : 4

Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
A. Penerimaan (s.d tanggal Rekening

Khusus dibuka)

Pasangan Calon®

2. Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik (Total Penerimaan) ©

Sumbangan Perseorangan’

Sumbangan Kelompok38

Sumbangan Badan Usaha?®

B. Pengeluaran (s.d tanggal Rekening
Khusus dibuka)

Pengeluaran Operasi

Pertemuan terbatas!©

Pertemuan tatap muka!!

c. Media massa cetak dan media
massa elektronik!2

d. Penyebaran bahan kampanye
kepada umum!3

e. Pemasangan alat peraga di tempat
umum!#

f. Rapat umum!>

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan
perundang undangan!e

2. Pengeluaran Modal

a. Pembelian Kendaraan!?

b. Pembelian Peralatan!s

c. Lain-lain!®

Pengeluaran Lain-Lain

a. Pemberian Piutang?20

b. Pembayaran Utang?!

D. SALDO PER (tanggal Rekening Khusus
dibuka)

Kas di Rekening Nomor: 22

Kas di 23




Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
Barang?2*
Tagihan kepada 25
Utang?6
CALON PRESIDEN CALON WAKIL PRESIDEN
ttd ttd
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE* BENDAHARA TIM KAMPANYE*
ttd ttd
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
Coret yang tidak perlu.

Diisi dengan tanggal pada saat pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye
dilakukan.

4. Diisi dengan nama bank di tempat pembukaan Rekening khusus Dana
Kampanye dilakukan.

5. diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan/atau
Wakil Presiden.

6. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.

7. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari perseorangan. Sumbangan
dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan kampanye pemilu yang
dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh perseorangan tersebut.

8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari kelompok organisasi non
pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dari badan usaha non
pemerintah.

10. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

11. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

12. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Media
massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain
biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya
menggunakan media cetak dan elektronik.

13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
bahan Kampanye kepada umum mencakup semua Kkegiatan yang
menimbulkan transaksi antara lain biaya bahan kampanye berupa selebaran,
sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek
api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk,
baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pemasangan
alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan
transaksi antara lain biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan
pengumuman, pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan
dengan alat peraga.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Rapat
umum mencakup semua aktivitas rapat umum yang menimbulkan transaksi
antara lain biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan,
perlengkapan rapat umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya
sewa artis, sewa sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain
transaksi yang terkait dengan aktivitas rapat umum.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain acara ulang tahun/milad,
kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai,
tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya
sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat
tulis kantor, biaya pencetakan, spanduk, baliho, transportasi dan lain-lain
transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti computer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

Diisi dengan jumlah piutang/kredit yang ada pada pihak lain.

Diisi dengan jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Pasangan calon
dan/atau Tim Kampanye kepada pihak lain.

Diisi dengan nomor Rekening khusus Dana Kampanye dan jumlah dana/uang
yang ada pada nomor rekening tersebut pada tanggal rekening khusus dibuka.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada rekening khusus dana
kampanye beserta jumlahnya.

Diisi dengan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (jumlah
barang per tanggal rekening khusus dibuka).

Diisi dengan jumlah tagihan/piutang yang terdapat pada pihak lain.
Diisi dengan jumlah hutang per tanggal rekening khusus dibuka.
Keterangan Tambahan :
a. Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilampiri oleh :
1) Copy Buku/ Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
2) Data pengelola rekening;
3) Copy bukti Tagihan/ Utang;
b. Untuk Laporan tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua
Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.

c. Untuk Laporan tingkat provinsi ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye
tingkat provinsi dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.

d. Untuk Laporan tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim
Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Bendahara Tim Kampanye tingkat
kabupaten/kota.
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|| MODEL DKPP7-LPPDK

LOGO PASANGAN
CALON

NAMA PASANGAN CALON
TIM KAMPANYE NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥*)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
TANGGAL SAMPAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Presiden
2. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Wakil Presiden

adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Ketua Tim Kampanye Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota*)

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan :Bendahara  Tim Kampanye Nasional/Provinsi/Kabupaten/
Kota*)

adalah Pimpinan Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Tingkat
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota* periode tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon dan Tim
Kampanye Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota _ Pasangan Calon ______

2. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye
Pasangan Calon

3. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor Tahun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

4. Bahwa seluruh Penerimaan dan Penggunaan yang dilakukan selama periode
pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI __ )
berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

5. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang



S = —

bertentangan dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku.

6. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi penggunaan yang dilakukan.

7. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang
telan disajikan dan diungkapkan dalam laporan  ini, bersedia untuk
mempertanggungiawabkannya,

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

, 2014
CALON PRESIDEN CALON WAKIL PRESIDEN
ttd ttd
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE* BENDAHARA TIM KAMPANYE*
ttd ttd
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 APRIL 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

Kot

= .Nur Syarifah



